
 

 

 

 

WALI KOTA BANJARBARU 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU 

NOMOR   33   TAHUN 2022 
 

TENTANG 

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU 

 
WALI KOTA BANJARBARU, 

 
Menimbang :  a. bahwa untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam 
mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat 
sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah; 

 b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1)  Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah Kota Banjarbaru; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Wali Kota tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah Kota Banjarbaru; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3822); 

 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20019 Nomor 
197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6409); 

 

 

 

 

 

3. Undang-Undang... 

SALINAN 



 3. Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4570) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4890); 

 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Bertita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569); 

 10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru tahun 2016 
Nomor 10); 

 11. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 61 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 
Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru          
(Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 61). 

 
 
 
 
 
 

MEMUTUSKAN... 



MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN EVALUASI 
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA 
BANJARBARU 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru; 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom; 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota 
Banjarbaru; 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelanggaraan Urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah; 

5. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP 
adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah 
melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

6. Evaluasi AKIP  adalah  aktivitas  analisis  yang  sistematis, pemberian 
nilai,    atribut,    apresiasi,    dan    pengenalan permasalahan, serta 
pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan 
akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

7. Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  yang selanjutnya 
disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, 
dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, 
pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan 
kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan 
peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

8. Inspektur Kota Banjarbaru yang selanjutnya disebut Inspektur adalah 
Inspektur Kota Banjarbaru. 

9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau 
hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan 
kuantitas dan kualitas terukur. 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 

1) Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui 
sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan  
pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada 
Pemerintah Daerah. 

 

 

 

 

2) Pelaksanaan... 



2) Pelaksanaan Evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk: 

a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; 
b. menilai tingkat implementasi SAKIP; 
c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja; 
d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan 
e. memonitor  tindak  lanjut  rekomendasi  hasil  evaluasi periode 

sebelumnya. 

 
BAB III 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 3 

1) Ruang lingkup Evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2) Evaluasi terhadap penyelenggaraan SAKIP senagaimana dimaksud pada 
ayat (1)  meliputi evaluasi terhadap: 

a. perencanaan Kinerja; 
b. pengukuran Kinerja; 
c. pelaporan Kinerja; 
d. evaluasi internal. 

3) Ketentuan mengenai Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

BAB IV 
PELAKSANAAN EVALUASI AKIP 

 
Pasal 4 

1) Inspektur membentuk tim evaluator. 

2) Tim evaluator melaksanakan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3) Pembentukan tim evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Inspektur. 

BAB V 
TATA CARA EVALUASI AKIP 

 
Pasal 5 

1) Evaluasi AKIP menggunakan lembar kerja evaluasi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Banjarbaru ini. 

2) Pelaksanaan Evaluasi AKIP mengacu pada pedoman sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Wali Kota ini. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI... 



BAB VI 
PELAPORAN HASIl EVALUASI AKIP 

 
Pasal 6 

Hasil Pelaksanaan Evaluasi AKIP menghasilkan lembar kerja evaluasi dan  
laporan hasil evaluasi yang disusun berdasarkan  hasil pengumpulan data dan 
informasi serta analisis. 

 

BAB VII 
PENDANAAN 

 
Pasal 7 

Pendanaan Evaluasi AKIP yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini 
dibebankanpada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain 
yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 8 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan        
Wali Kota ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru. 

 

Ditetapkan di Banjarbaru 

pada tanggal 21 September 2022 

WALI KOTA BANJARBARU, 

 TTD 

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN 

 

Diundangkan di Banjarbaru 

pada tanggal 21 September 2022 

SEKRETARIS DAERAH, 

TTD 

SAID ABDULLAH 

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 33 
 

 

 

 

 

 

 


